SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR MITRA INSTANSI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama
Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa
Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang
Penetapan Administrator Mitra Instansi Pemerintah dalam
Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa

Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor...



2.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor:
186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2009
tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 445);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76 /PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1817);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020
tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 198 /HK.03.1-Kpt/04/KPU/X /2017 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN
ADMINISTRATOR MITRA INSTANSI PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN  PENSERTIPIKATAN BARANG  MILIK
NEGARA BERUPA TANAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG.

Menetapkan Administrator Mitra Instansi Pemerintah dalam
Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa
Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Administrator Mitra Instansi Pemerintah dalam
Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa
Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam

melaksanakan...
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melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA . Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
_~dan-Sumper Daya Manusia,
A ol




PENETAPAN ADMINISTRATOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR MITRA  INSTANSI
PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA TANAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

MITRA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN

BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

PANGKAT/GOLONGAN
NO. NAMA /NIP RUANG EMAIL JABATAN
1 2 3 4 5
ADMINISTRATOR
118 A[},RI{\ (_;\TS%CS) I 1%]'2'15 2A (? 121007 PENATA MUDA/IIl.a adrianus.yulisan@gmail.com MITRA INSTANSI
NIP. PEMERINTAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Ldand g}mb or Daya Manusia,

"
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SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI




